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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu Negara yang menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia (HAM) dan memberikan jaminan kebebasan seluruh 

warga negara berdasarkan aturan hukum, karena Negara Indonesia 

merupakan Negara yang menurut hukum sehingga disebut sebagai 

Negara Hukum. Prinsip Negara Hukum di Indonesia ialah elemen yang 

menempatkan hukum mengabdi pada kepentingan Negara dan 

melindungi seluruh rakyatnya. Hukum di Indonesia harus mengayomi 

seluruh rakyatnya yang beraneka ragam sebagai satu kesatuan.
1
 

Hukum disebut sebagai seperangkat kaidah atau norma yang 

fungsinya untuk mengatur segala tingkah laku manusia yang dimana 

tujuannya mencapai ketentraman dan kedamaian di lingkungan 

masyarakat, selain itu juga untuk menciptakan rasa adil dan keadilan bagi 

setiap orang. Hukum dibuat untuk dilaksanakan dan ditegakkan, sehingga 

hukum tak akan bisa dikatakan hukum apabila tak ditegakkan sesuai 

peraturan yang telah ditetapkan.
2
 

                                                           
1
I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian – Peran dan Sejarah POLRI Dalam 

Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm.136. 
2
Laurensius Arilman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta : CV. 

BudiUtama, 2015, hlm.1. 
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Terdapat beberapa aturan hukum di Indonesia yang diberlakukan, 

salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk 

mencegah segala perbuatan di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai, 

perbuatan yang salah, atau perbuatan yang menyimpang dari aturan 

hukum yang berlaku, dikarenakan bentuk hukum pidana merupakan 

bagian dari semua hukum yang diberlakukan di sebuah negara dengan 

meletakkan aturan-aturan dan dasar-dasar hukum di dalamnya yang 

dibentuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Adapun yang diungkapkan Simons dalam bukunya Leerboek Van 

Het Nederlandsche Strafrecht pengertian hukum pidana yang 

memberikan definisi sebagai berikut : “Hukum pidana merupakan seluruh 

perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada pada suatu negara dan 

yang di ancam menggunakan suatu sanksi pidana, siapa saja yang tidak 

mentaatinya akan diberlakukan sanksi untuk mengadakan (menjatuhi) 

dan menjalankan pidana tersebut”.
3
 Dari pengertian tersebut diharapkan 

setiap orang dapat lebih berhati-hati dalam setiap perbuatannya. 

Polisi sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian 

menjadi salah satu lembaga penting guna mendukung terciptanya 

penegakan hukum yang bersifat adil serta sebagai aparat penegak hukum 

yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum.
4
 Selain itu, peran 

Kepolisian juga dianggap penting untuk menjunjung tinggi Hak Asasi 

                                                           
3
Moeljanto, Asas-Asas HukumPidana,  Jakarta : RinekaCipta, 2008, hlm.8. 

4
Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Pressindo Offset, 

2010, hlm.53. 
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Manusia (HAM), dimana setiap orang memiliki haknya masing-masing 

sejak dilahirkan sampai meninggal dunia seperti yang dijelaskan pada 

Pasal 4 Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 terkait Polri. 

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki 

tugas yang terdapat pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 terkait Polri 

menyebutkan bahwa tugas utama pada Polri yaitu menjaga ketertiban dan 

keamanan warga, menegakkan aturan dan menaruh pelayanan, 

pengayoman, serta perlindungan pada warga masyarakat.
5
 Artinya, dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut bertujuan untuk 

menjadikan Polri sebagai lembaga yang baik dan bersih seperti yang 

diharapkan. 

Peran Kepolisian yang di anggap sangat penting sehingga perlu 

adanya ketegasan saat melaksanakan tugas serta hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukanya sebagai penegak hukum. Melihat pada tugas 

serta wewenang Kepolisian yang telah diatur secara rinci dalam 

ketentuan yang ada pada undang-undang, jika tugas serta wewenang yang 

telah diberikan oleh UU itu tak dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

maka Anggota Kepolisian yang melakukan hal tersebut akan 

mendapatkan konsekuensi hukum, yang berarti tiap penyimpangan atau 

pelanggaran yang dilakukan Anggota Kepolisian secara hukum bisa 

dipertanggungjawabkan. 

                                                           
5
Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 terkait Polri, (Lembaran Negara RepublikIndonesia 

(RI) Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran NegaraRI No.4168). 
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Suatu negara yang berdasarkan atas hukum, dalam kehidupannya 

bermasyarakat sangat ditentukan oleh hukum atau lembaga hukum. Oleh 

sebab itu, seluruh masyarakat dan seluruh aparat penegak hukum 

diharapkan dapat bekerjasama supaya terlaksananya hukum yang baik 

sesuai ketetapan yang berlaku. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian 

mempunyai keterbatasan baik secara ketersedian personil, peralatan atau 

anggaran operasionalnya, sehingga dibutuhkan kerjasama masyarakat 

tersebut untuk terciptanya keamanan dan ketertiban umum di 

lingkungannya. 

Pelaksanaan hukum menjadi tugas negara guna melindungi seluruh 

rakyatnya yang dapat di laksanakan salah satunya melalui Kepolisian 

sebagaimana pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 terkait Polri. 

Masyarakat menghendaki Anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas 

serta kewajibannyanya tidak bersifat militeristik yang berarti tidak 

menggunakan kekuatannya dengan senjata untuk melawan masyarakat, 

tetapi masyarakat menginginkan Anggota Kepolisian dapat berperan 

menjadi penegak hukum yang memiliki tugas untuk melayani, 

mengayomi, serta melindungi masyarakat dan bertindak atas dasar 

hukum yang ada.
6
 

  

                                                           
6
Muhammad Arif, Fungsi dan Tugas Kepolisian Dalam Peranannya Menjadi Penegak 

Hukum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Terkait Kepolisian, Al ‘Adl Jurnal HukumVol. 13, 

No. 1, http://ojs.uniska-bjm.ac.id/indexs.php/aldli/articles/download/4165/2744, diakses pada 

tanggal 26 April pukul 05.00 WIB. 

http://ojs.uniska-bjm.ac.id/indexs.php/aldli/articles/download/4165/2744
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Lemahnya pengawasan terhadap Anggota Kepolisian menjadi 

sebuah faktor penyebab adanya Anggota Kepolisian yang melakukan 

tindak pidana Narkotika, sehingga terhadap keberhasilan lembaga 

Kepolisian dianggap kurang guna mengatasi adanya peredaran serta 

penggunaan barang haram tersebut karna masih terjadi dan dilakukan 

oleh Anggotanya sendiri. Dengan demikian banyak masyarakat 

mengharapkan dan menghendaki agar Anggota Kepolisian yang terlibat 

tindakan pidana Narkotika tersebut bisa dihukum berat, bukan hanya 

diberikan sanksi melanggar disiplin atau kode etik kepolisian bahkan 

jangan hanya diberi peringatan saja.
7
 

Merujuk pada sistem hukum yang diberlakukan, Indonesia yang 

berperan menjadi negara hukum tentunya mementingkan persamaan 

kedudukan di hadapan pemerintah dan hukum pada seluruh warga 

masyarakatnya tidak terkecuali pada pelaku tindakan pidana Narkotika 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Anggota 

Kepolisian yang memiliki kewenangan diharuskan menindaklanjuti 

perkara tindak pidana oleh Anggotanya yang jika terbukti secara sah dan 

meyakinkan tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana 

Narkotika harus diberikan sanksi hukum sesuai aturan-aturan hukum 

yang berlaku di Indonesia. 

                                                           
7
Dwi  Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang 

Menyalahgunakan Nrkotika Dan Psikotropika”. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1, No.1, 

http://Jurnal.Untag-Sby.ac.id/Indexs.Php/Magnumopus/Articles/Views/1762, diakses tanggal 26 

April  2022 pukul 06.00 WIB. 
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Mengingat dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 terkait 

Narkotika secara tegas menjelaskan bahwasanya Penyidik oleh Polri dan 

penyidik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki wewenang 

guna melaksanakan penyidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan 

Narkotika.
8
 Perihal telah adanya aturan tersebut dan telah di atur serta 

banyaknya peraturan lain yang mengikat, tetapi pengawasan pada 

Anggota Kepolisian sekarang ini dianggap masih terbilang belum mampu 

dengan optimal yang bisa memberi pengaruh positif teruntuk pelaku 

pelanggar. 

Pengertian Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika 

diartikan sebagai obat atau zat yang asalnya bukan dari tanaman atau 

berasal dari tanaman, baik semisintesis ataupun sintesis, yang mampu 

menghilangkan ataupun mengurangi rasa nyeri, kehilangan rasa, 

perubahan atau penurunan kesadaran, serta bahkan dapat mengakibatkan 

ketergantungan, yang terbagi atas beberapa golongan seperti yang 

termuat di dalam undang-undang tersebut.
9
 Di lain sisi, Narkotika sebagai 

bahan dan obat yang dapat berguna dalam pengobatan, terapi, dan 

pengemban ilmu pengetahuan. Tetapi selain itu, Narkotika dapat memicu 

ketergantungan yang dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa ada 

pengawasan dan pengendalian. 

 

                                                           
8
Pasal 81, UU No. 35 tahun 2009 terkait Narkotika, (Lembaran NegaraRepublik 

Indonesia (RI) Tahun 2009 No. 143, Tambahan LembaranNegara RI No. 5062). 
9
Pasal 1 Angka 1, Ibid. 
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Pidana yang ditetapkan kepada Anggota Kepolisian yang 

melakukan tindak pidana Narkotika disesuaikan dengan jenis pelanggaran 

yang dilakukan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 terkait 

Narkotika dengan beberapa Pasal yang tercantum didalamnya yakni 

Golongan I dengan Pasal 111 hingga Pasal 116, Golongan II dengan Pasal 

117 hingga Pasal 121, Golongan III dengan Pasal 122 hingga Pasal 126, 

Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.
10

 Penyalah Guna Narkotika bagi 

dirinya sendiri diberlakukan ketentuan Pasal 127 Ayat 1 yang berisi Setiap 

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidanakan 

dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun; Golongan II bagi diri sendiri 

dipidanakan dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun; serta Golongan 

III bagi diri sendiri dipidanakan dengan hukuman penjara maksimal 1 

tahun.
11

 

Berdasarkan kasus Anggota Kepolisian yang melakukan tindak 

pidana Narkotika sebagai perantara jual beli Narkotika, secara umum 

proses pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota Kepolisian 

diberlakukan UU No. 8 Tahun 1981 terkait KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana) dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

Anggota Kepolisian dalam rangka penyidikan. Perlu diperhatikan bahwa 

perkara tersebut merupakan perkara kejahatan luar biasa, 

pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dan dilimpahkan secara 

tegas dan cepat tidak terkecuali bagi Anggota Kepolisian. Jika tidak 

                                                           
10

Dwi Indah Widodo, Op.cit. hlm.5. 
11

Pasal 27 Ayat 1, Op.cit. 
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adanya penegasan dan keadilan hukum yang diberikan, maka 

pemberantasan pada pelaku pidana Narkotika tidak akan maksimal.  

Tindak pidana Narkotika seperti yang dilakukan oleh Cristian Ade 

Putra yang secara meyakinkan dinyatakan bersalah karna melakukan 

tindak pidana tanpa adanya hak ataupun menentang hukum menjadi 

perantara jual beli Narkotika. Kasus perantara jual beli Narkotika 

Golongan I bukan tanaman yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram 

seperti dimuat dan dikenakan pidana dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI 

No.35 tahun 2009 terkait Narkotika yang berisi “Dalam hal perbuatan 

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika 

Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 

dan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 

ditambah 1/3 (sepertiga)”. Putusan Pengadilan Negeri Palembang atas 

tindak pidana perantara jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Anggota 

Kepolisian:
12

 

 

 

 

                                                           
12

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 826/PidSus/2020/PNPlg. 
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Tabel 1.1 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Terhadap Perantara Jual 

Beli Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian 

No Nomor Putusan Tahun 

Perkara 

Putusan 

1 826/Pid.Sus/2020/PN.Plg 2020 Pidana penjara 6 

(enam) tahun, denda 

Rp.1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) 

dengan ketetapan 

apabila denda tidak 

dibayarkan maka 

digantikan dengan 

penjara 3 (tiga) 

bulan. 

Sumber: Direktori Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN.Plg. 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 

826/Pid.Sus/2020/PN.Plg atas tindak pidana perantara jual beli Narkotika 

yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yang ditetapkan dengan beberapa 

pertimbangan Hakim yakni pertimbangan non yuridis dan yuridis. Secara 

yuridis Terdakwa melakukan tindakan pidana tanpa hak ataupun 

menentang hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan 

tanaman yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, sedangkan secara 

non yuridis dengan melihat kondisi, latar belakang, keadaan sosial dan 

ekonomi terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota 

Kepolisian yang melakukan perantara jual beli Narkotika tersebut dimuat 
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serta diancam dengan Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 terkait 

Narkotika. 

Hakim merupakan orang terpenting yang dapat memberikan 

putusan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana, kekuasaan kehakiman 

seperti Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 yang berisi Kekuasaan kehakiman 

adalah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggaran peradilan demi 

menegakan hukum agar terciptanya keadilan. Hakim tidak boleh menjatuhi 

hukuman lebih sedikit dari ketentuan minimal dan tidak boleh melebihi 

dari ketentuan maksimal.
13

 Maka dari itu, Hakim dalam menjatuhkan 

putusannya haruslah didasarkan pada undang-undang agar terciptanya 

keadilan dan kepastian hukum yang tepat dan dapat diterima oleh seluruh 

pihak. 

Uraian terkait golongan atau jenis dan pihak yang berkaitan dengan 

Narkotika, maka pada UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika sudah 

diatur pula mengenai sanksi pidana yang diberlakukan kepada Anggota 

Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkotika. Bagi Anggota 

Kepolisian yang memproduksi, mengedarkan atau menjual atau sebagai 

perantara jual beli, maka sanksi yang dijatuhi lebih berat dari Anggota 

Kepolisian yang hanya menggunakannya saja. Tapi terhadap klasifikasi 

                                                           
13

Pasal 24 Ayat 1, UUD Negara RI 1945. 
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pengedar juga dikelompokkan lagi sesuai peranannya yang sebagai bandar 

besar ataupun hanya sebagai perantara saja atau penjual saja.
14

 

Sanksi pidana pada UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika 

diatur dengan beberapa ketentuan dimulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148, 

beberapa Pasal tersebut memuat terkait berbagai sanksi yang dapat 

diberlakukan atas peristiwa ataupun perbuatan sesuai dengan jenisnya. 

Tetapi pada penerapannya sekarang sering digunakan Pasal 111 hingga 

Pasal 114 jo 132 oleh para penegak hukum yaitu Pasal penjatuhan sanksi 

pidana pada Anggota Kepolisian yang mempunyai Narkotika untuk di 

edarkan atau dijual atau sebagai perantara jual beli. Sedangkan Pasal yang 

jarang diberlakukan yaitu Pasal 127 yang hanya sebagai penyalahguna 

atau pecandu.
15

  

Mengingat Anggota Kepolisian identik dengan suatu lembaga 

penegak hukum untuk menjalankan tugas pokok serta fungsinya yang 

bertujuan menegakkan hukum justru dinilai bertolak belakang dengan 

yang diharapkan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka penulis 

berkeinginan untuk melaksanakan penelitian ke dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA 

JUAL BELI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA 

KEPOLISIAN (Studi Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN.Plg)”. 

                                                           
14

Eric Manurung, Penerapan Pasal dan Jenis Golongan Yang Dijatuhi Pada UU 

Narkotika, https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-dan-jenis-golongan-yang-

dijatuhkan-dalam-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a?page=2, diakses pada tanggal 26 April 2022 

pukul 09.00 WIB. 
15

Ibid.  

https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-dan-jenis-golongan-yang-dijatuhkan-dalam-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-dan-jenis-golongan-yang-dijatuhkan-dalam-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a?page=2
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada penjelasan yang sudah dipaparkan pada bagian 

Latar Belakang tersebut, dapat di identifikasikan permasalahan yang di 

temukan yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana 

perantara jual beli Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

826/Pid.Sus/2020/PN.Plg? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perantara jual beli 

Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN.Plg? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut ini hal-hal yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk memahami dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim 

dalam penjatuhan pidana perantara jual beli Narkotika yang 

dilakukan Anggota Kepolisian dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN.Plg. 

2. Untuk memahami dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana 

perantara jual beli Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

826/Pid.Sus/2020/PN.Plg. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini agar bisa memberi 

berbagai manfaat seperti yang dijelaskan berikut : 

1. Manfaat Teoritis   

Hasil penelitian ini harapannya bisa memberikan manfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, secara 

khusus kepada masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk 

menambah wawasan dan mendapatkan pengetahuan baru 

mengenai pertanggungjawaban pidana perantara jual beli 

Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini harapannya bisa memberi manfaat 

kepada masyarakat, rekan mahasiswa Fakultas Hukum sebagai 

referensi untuk melakukan pengkajian mengenai 

pertanggungjawaban pidana perantara jual beli Narkotika yang 

dilakukan Anggota Kepolisian, terutama kepada para aparat 

penegak hukum khususnya Anggota Kepolisian. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan judul skripsi yang diambil oleh penulis, 

penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pembahasan 

yang lebih konkrit. Ruang lingkup kajian yang dibahas pada skripsi 

ini yaitu kajian mengenai pertanggungjawaban pidana perantara jual 



14 
 

 
 

beli Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian yang didasarkan 

dengan melakukan pengkajian pada putusan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap, penggunaan pasal-pasal yang ada pada 

perundang-undangan. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan untuk 

mendukung penelitian yang akan dilakukan. Teori yang digunakan oleh 

penulis ialah: 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda 

disebut dengan Toerekenbaarheid, sedangkan dalam bahasa 

Inggris yaitu  Criminal Liability atau Criminal Responsibility 

yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana bermaksud untuk 

menentukan seseorang suatu tindak pidana yang dilakukan benar-

benar terjadi atau tidak, sehingga pelaku tindak pidana tersebut 

dapat diputuskan apakah dapat dipenjara atau dibebaskan. Jika 

dijatuhkan pidana berarti dikatakan bahwa pelaku benar 

melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum sehingga 

sebagai bentuk mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. 

Kemampuan tersebut menunjukkan adanya kesalahan yang 
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berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya pelaku itu telah 

menyadari adanya tindakan perbuatan tercela tersebut.
16

 

Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) memuat unsur-unsur delik dan unsur 

pertanggungjawaban pidana yang bercampur dalam Buku I 

(Ketentuan Umum), Buku II (Kejahatan) dan Buku III 

(Pelanggaran) sehingga untuk membedakannya dibutuhkan 

seseorang yang paham dalam menentukan unsurnya. Unsur-unsur 

pada pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang atau pelaku 

tindak pidana tak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau 

dijatuhi pidana apabila terbukti tidak melakukan perbuatan pidana 

yang melawan hukum, tetapi apabila terbukti melakukan 

perbuatan pidana maka harus dibuktikan bahwa secara sah 

melakukan kesalahan dan melawan hukum. 

 

2. Teori Pemidanaan 

Pemidanaan didalam hukum merupakan suatu proses 

untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang 

telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan merupakan 

suatu tindakan yang diberikan terhadap seseorang yang 

melakukan kejahatan, pemidanaan diberikan bukan karena 

seseorang telah berbuat jahat melainkan agar tidak melakukan 

                                                           
16

Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, 

Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm.54. 
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kejahatan kembali. Teori pemidanaan digolongkan menjadi 3 

(tiga) yaitu sebagai berikut: 

a. Teori Pembalasan 

Teori pembalasan atau disebut dengan teori absolut 

merupakan dasar sanksi atau hukuman yang harus dicari 

dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut 

menimbulkan penderitaan pada orang lain maka pelaku 

kejahatan harus diberikan penderitaan juga.
17

 Teori ini 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu teori pembalasan objektif 

dan teori pembalasan subjektif. 

b. Teori Tujuan 

Teori ini dilakukan untuk memberikan maksud dan 

tujuan suatu pemidanaan sebagai tindakan untuk 

memperbaiki rasa ketidakpuasan masyarakat atas 

perbuatan kejahatan tersebut. Sebagaimana menurut 

Paul Anselm van Feurbach yang merupakan penganjur 

teori ini ialah “Hanya dengan mengadakan ancaman 

pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan 

penjatuhan pidana kepada penjahat”.
18

 Adanya teori 

tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) teori yang bertujuan 

                                                           
17

Ledeng Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 

hlm.105. 
18

Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm.142. 
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yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki dan untuk 

melindungi.
19

 

c. Teori Gabungan 

Teori gabungan sebagai solusi dari adanya teori 

absolut dan teori relatif yang belum memberikan hasil 

memuaskan. Aliran teori ini didasarkan pada tujuan 

pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat 

dengan terpadu.
20

 Teori gabungan ini dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu teori gabungan yang mengutamakan 

pembalasan dan teori gabungan yang mengutamakan 

perlindungan tata tertib masyarakat. 

 

3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim 

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu perkara 

yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Hakim dalam 

menjatuhkan putusan harus tepat dan sesuai dengan peraturan 

undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang 

lebih rendah dari batas minimal pejatuhan hukuman dan tidak 

boleh lebih tinggi dari batas maksimal penjatuhan hukuman dalam 

undang-undang. Hakim dalam memutus suatu perkara tindak 

pidana harus berdasar pada undang-undang untuk memberikan 

hasil yang seadil-adilnya. Dalam menetapkan putusan, hakim 

                                                           
19

Ibid, hlm.142. 
20

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.19. 
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menggunakan beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

digunakan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara tindak pidana, yaitu:
21

 

a. Teori Keseimbangan 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

e. Teori Ratio Decidendi 

f. Teori Kebijaksanaan 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini penulis mempergunakan jenis penelitian 

Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yakni 

dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan 

pustaka, bahan dari peraturan undang-undang yang didasarkan dengan 

penggunaan pasal-pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan, 

dan asas-asas hukum didalam ilmu hukum berbagai sumber yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini. 

 

 

 

 

                                                           
21

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.102. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan atau disebut Statue 

Approach merupakan salah satu metode penelitian yang 

dilaksanakan dengan menguraikan seluruh UU atau regulasi yang 

berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.
22

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus atau Case Approach merupakan metode 

penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang 

berkaitan dengan masalah hukum yang terjadi. Kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap 

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam 

memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.
23

 

c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan Konseptual atau Conseptual Approach 

merupakan metode penelitian yang berasal dari doktrin-doktrin 

atau pandangan terhadap permasalahan yang sedang berkembang 

dan dilakukan dengan memberikan analisa dalam penelitian untuk 

memecahkan isu hukum yang dihadapi.
24

 

 

 

 

 

                                                           
22

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009, hlm.93. 
23

Ibid, hlm.24. 
24

Ibid, hlm.25. 
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3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis serta perolehan sumber data dalam penelitian ini asalnya 

dari bahan hukum yakni: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer pada penelitian ini terdiri dari 

bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan undang-

undang serta putusan hakim.
25

 Bahan hukum primer yang 

digunakan penulis meliputi: 

a. UUD Negara RI Tahun 1945; 

b. UU No. 2 Tahun 2002 terkait Polri; 

c. UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika; 

d. UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman; 

e. UU No. 81 Thaun 1981 terkait Hukum Acara Pidana; 

f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

g. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

826/Pid.Sus/2020/PN.Plg. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum 

pendukung yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dari 

bahan hukum primer.
26

 Bahan hukum yang digunakan diperoleh 

dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli dan 

literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini. 

                                                           
25

Zainal Ali, Metode Penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.47. 
26

Ibid, hlm.54-55. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier ini merupakan bahan hukum yang 

dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum digunakan sebagai 

pelengkap data, seperti dari Internet dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) yang relevan dengan judul penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian normatif untuk pengambilan data dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pengumpulan 

bahan hukum dengan studi kepustakaan. Penulis mencari, 

mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data yang berkaitan 

dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana 

Narkotika. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini mempergunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif yakni dengan mendeskripsikan, menggambarkan atau 

menjelaskan secara sistematif data terhadap penelitian.
27

 Pada 

penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber data yang telah 

diperoleh sebelumnya yakni data primer, sekunder serta tersier. 

Sehingga data tersebut dapat dikelola dan dapat diuraikan pada 

                                                           
27

Moch Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm.2. 
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skripsi ini untuk menjawab permasalahan berdasarkan judul 

penelitian. 

 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian 

yang telah dicari kesimpulannya dan disusun berdasarkan tujuan 

penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang dikemukakan 

secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.
28

 

Penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu mengambil 

kesimpulan dengan data-data khusus yang telah didapatkan, disusun, 

dikaji dan diolah untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.
29

 

                                                           
28

Beni Achmad Saeni, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm.93. 
29

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Kedua), Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2002, hlm.202. 
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